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Abstract. This research aims to determine the effectiveness of internal audit as an effort to manage regional property against
fraud tendencies in Prigen District, Pasuruan Regency for five years. The research uses qualitative research methods.
Data collection using primary data, through interviews, observation and documentation. The data analysis technique
uses Nvivo software and is analyzed by data reduction, data exposure, and drawing conclusions and verification. The
phenomenology that exists within the Pasuruan Regency Government has achieved Fair Without Exception 10 times
in a row, so with the presence of phenomonology researchers are interested in conducting research, especially in
Prigen District, to convince the public that fraud in this agency is very minimal, especially on regional property.
Based on the research results, it shows that the fraud triangle theory has a positive effect on the tendency of fraud in
regional property and internal control plays an active role in overcoming the tendency of fraud in Prigen District,
Pasuruan Regency.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Audit Internal Sebagai Upaya Pengurus Barang Milik Daerah
Terhadap Kecenderungan Fraud Di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan selama lima tahun. Penelitian
menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer, melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan software Nvivo dan di analisis dengan reduksi
data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Fenomenologi yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian 10 kali berturut-turut, maka dengan adanya
fenomonologi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya di Kecamatan Prigen untuk meyakinkan
masyarakat bahwasannya fraud pada instansi tersebut sangatlah minim terjadinya kecurangan terlebih pada barang
milik daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teori fraud triangle berpengaruh positif pada
kecenderungan fraud pada barang milik daerah dan pengendalian internal berperan aktif untuk mengatasi
kecenderungan kecurangan di Kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci - Efektivitas, Pengendalian Internal, Barang Milik Daerah, dan Kecenderungan Fraud

|. PENDAHULUAN

Fraud theory adalah teori yang mencoba menjelaskan mengapa fraud terjadi. Teori ini telah dikembangkan selama
beberapa dekade terakhir. Teori fraud triangle telah digunakan sebagai dasar penelitian ini [1]. Teori ini digunakan
untuk menjelaskan betapa pentingnya peran institusi dalam mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam suatu
organisasi, yang dapat dicapai dengan memperkuat pengendalian internal. Ini mengacu pada kecerdikan seseorang
dalam menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan atau perilaku curang. Di Indonesia,
meningkatnya kebutuhan administrasi publik yang kuat dan akuntabel berdasarkan prinsip demokrasi juga berdampak
pada sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa semua
instansi pemerintah memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian akuntabilitas yang
efektif, efisien, dan terkelola secara sistematis. Kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik daerah [2].

Audit internal merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan organisasi, karena memberikan nilai tambah
dalam menjalankan tugasnya dan memastikan fungsionalitas organisasi dengan memberikan analisis, evaluasi dan
pengendalian serta mampu mengatasi potensi risiko dari seluruh kegiatan yang ada dalam organisasi. Sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, struktur pengendalian internal diterapkan untuk menciptakan sistem pengendalian yang
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efektif. Pengendalian internal merupakan prosedur untuk mengarahkan dan memantau sumber daya organisasi yang
ada yang dapat berperan dalam pendeteksian fraud. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik
Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya [3]. Dalam proses penerapan
sistem kontrol yang lebih baik, audit internal merupakan sistem pengendalian internal oleh unit kontrol dan pengawas
dapat meningkatkan efektivitas audit internal dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan [4].

Secara umum fraud adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan tertentu secara ilegal, pencurian, apropriasi, dan
rekayasa terhadap laporan keuangan meliputi aset dan kewajiban [5]. Peran auditor internal berimplikasi pada deteksi
fraud. Fraud tidak dapat terjadi apabila tidak ada kesempatan bagi pelaku, oleh karena itu diperlukan pengendalian
yang berkualitas dan baik dalam mencegah terjadinya fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar peran auditor
internal dalam melakukan audit sesuai dengan prosedur audit, semakin besar tingkat deteksi kecurangan dan semakin
besar tanda-tanda penipuan. Sebaliknya, jika auditor internal berkinerja buruk atau tidak kompeten dalam menjalankan
tugasnya, mereka tidak akan dapat mendeteksi kecurangan dengan baik. Peran auditor internal juga berimplikasi pada
pencegahan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan akan lebih efektif jika peran auditor
internal sangat baik dalam melaksanakan pengendalian internal. Jika auditor internal independen dan profesional,
mereka akan dapat mengidentifikasi dan mencegah kecurangan. Maka kecurangan akan terjadi dan kerugian akan
terjadi. Jenis penipuan dapat didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang ditandai dengan penipuan,
penggelapan, pencurian, penyembunyian, dan pelanggaran kepercayaan tanpa kekerasan [6]. Kecenderungan
kecurangan dapat dikurangi dengan meningkatkan sistem pengendalian internal, kecukupan imbalan bagi pegawai
dan peningkatan moral pribadi yang berkelanjutan [7].

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya pengadaan barang milik daerah. Pengelolaan
barang milik daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja organisasi dan oleh karena itu memerlukan strategi
pengelolaan yang optimal dalam perencanaan, pengendalian inventaris, identifikasi, pengamanan dan pemeliharaan.
Pengelolaan aset tetap harus mempertimbangkan pemanfaatan aset tersebut di lingkungan sekitarnya [8]. Mengelola
barang milik daerah untuk mendorong tercapainya tujuan individu dan organisasi. Pengurus barang merupakan
pegawai di setiap satuan kerja perangkat daerah yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan barang milik daerah
dalam proses pemakaian. Barang yang diperoleh didasarkan pada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengelolaan barang milik daerah berperan dalam penyusunan laporan keuangan dan merupakan elemen penting untuk
menyajikan akuntabilitas dan kredibilitas organisasi. Oleh karena itu para pimpinan harus mampu memberikan
rencana belanja anggaran untuk satu tahun mendatang dengan mencakup seluruh kebutuhan suatu organisasi tersebut
termasuk belanja aset tetap, pemeliharaan aset tetap, belanja diserahkan kepada masyarakat dan memberikan
ketentuan biaya yang sesuai dengan harga pasaran di lingkungan organisasi, memastikan kepatuhan terhadap
kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), memastikan sejauh
mana anggaran yang diserap oleh organisasi dapat dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa data yang
dikembangkan oleh organisasi dapat diandalkan, dan merekomendasikan perbaikan operasional untuk meningkatkan
efektivitas, dan meminimalkan potensi segala bentuk pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan. Dampak positif
terhadap kualitas pelaporan keuangan perlu dari organisasi untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap kualitas
yang tinggi [9].

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa auditor internal memiliki peran sebagai pencegahan kecurangan,
pendeteksian kecurangan, dan investigasi kecurangan [10]. Oleh karena itu, peran audit internal adalah untuk
menegakkan kebijakan, tetapi umumnya tanggung jawab untuk kebijakan pencegahan penipuan terletak pada
pimpinan lembaga, yang memiliki pimpinan organisasi yang mendukung serta melakukan pengujian dan evaluasi
yang dilakukan audit internal harus fokus pada pengujian dan penilaian risiko yang dilakukan audit internal untuk
mendorong kompetensi dan profesionalisme audit internal. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Profesional
Audit Internal menjelaskan audit internal harus cukup berpengetahuan untuk dapat mengidentifikasi, menyelidiki dan
menguji tanda-tanda fraud. Kuasa Pengguna Barang (KPB) menempati posisi yang sangat strategis untuk kelancaran
pemerintah daerah, pembangunan kelembagaan dan pembangunan daerah yang optimal, memiliki posisi yang baik
untuk keberhasilan pembangunan di bidang terkait. Dengan demikian, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
(PPBMD) sebagai pengawas internal dapat memimpin dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang handal dan akuntabel berdasarkan prinsip demokrasi. PPBMD secara umum
memiliki tugas dan wewenang melakukan verifikasi pengajuan permintaan pencairan, perintah membayar, verifikasi
surat pertanggungjawaban belanja, verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara, fungsi akuntansi dan menyusun
laporan keuangan [11]. Di sisi lain, fakta di Indonesia menunjukkan masih banyak celah dalam pengendalian intern,
khususnya di instansi pemerintah. Bagi mereka yang terlibat dalam fungsi pengawasan, temuan ini bukanlah hal baru,
namun mengejutkan. Secara khusus, tidak ada lagi alasan bagi pimpinan instansi untuk tidak mengetahui atau tidak
mengetahui adanya kebijakan atau penyimpangan kebijakan di instansinya.

Dengan kata lain, PPBMD mungkin dapat mengenali gejala berbagai bentuk penipuan, tetapi mungkin tidak dapat
memberikan solusi nyata dengan kemampuan untuk mencegah program penipuan atau setidaknya mencegah
penipuan. Penyimpangan kecurangan dapat dilakukan oleh pegawai untuk mendapatkan keuntungan yang tidak etis
melalui korupsi, kolusi, kecurangan, atau kegiatan kriminal lainnya. Di Indonesia, korupsi selama bertahun-tahun
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telah menjadi salah satu bentuk ketidak adilan yang paling nyata. Praktik-praktiknya meliputi penyalahgunaan
kekuasaan, penyuapan, pemerasan, kolusi dan kronisme, serta penggunaan dana negara secara tidak etis untuk
keuntungan pribadi. Ironisnya, meski pemerintah berupaya memberantasnya, namun persentase praktik korupsi
tersebut tidak berkurang bahkan meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022,
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berhasil mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut, dan laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK Indonesia.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dalam konteks memperbaiki
catatan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk benar-benar mengilustrasikan tata kelola keuangan di seluruh
OPD mulai dari perencanaan hingga implementasi. Oleh karena itu diperlukan upaya dan keseriusan untuk
meningkatkan kualitas reviu pelaporan keuangan yang dirancang untuk memberikan saran dan jaminan, dan semua
tingkat pemerintahan perlu dilibatkan dalam pelaksanaannya [12].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama fokus pada efektivitas audit internal,
perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektifitas audit internal pada barang milik daerah yang ada di Kantor Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan fenomenologi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya di Kecamatan Prigen
untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya fraud pada instansi tersebut sangatlah minim terjadinya kecurangan
terlebih pada barang milik daerah. Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lima tahun. Periode
ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai efektivitas audit internal dalam mengatasi
pencegahan fraud pada barang milik daerah. Peneliti mengambil penelitian yang berjudul EFEKTIVITAS AUDIT
INTERNAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DI
KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN.

Il. METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang memiliki hubungan terkait
objek penelitian dan mewawancarai auditor internal Kecamatan Prigen. Menurut Sugiyanto metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah
dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan
pada makna [13]. Hal tersebut merupakan pedoman dan prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian. Penelitian
kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi masalah dan memahami implikasinya dari perspektif peserta
studi dan penugasan mereka terhadap tindakan, peristiwa atau sudut pandang objek [14]. Dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses audit internal. Peneliti
ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas audit internal, faktor pendorong dan tantangan yang dihadapi dalam
mengatasi pencegahan fraud di Kantor Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menentukan titik fokus sebagai penunjuk arah penelitian yang akan dikumpulkan dan
dicari analisisnya agar penelitian ini benar-benar membuahkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, fokus penelitian
ini adalah untuk mengetahui efektifitas audit internal pada barang milik daerah yang ada di Kantor Kecamatan Prigen
Kabupaten Pasuruan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di jalan Raya
Prigen No. 138 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 11 bulan,
mulai dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Juni tahun 2023.

Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis primer, yaitu data yang diperoleh atau dihimpun langsung oleh peneliti.
Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi dengan
harapan terjalin kerja sama yang baik antara peneliti dan informan agar proses penelitian dapat berjalan lancar [15].

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan
data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu [16]:
a) Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan pejabat yang
memiliki kewenangan atas barang milik daerah, yakni Camat selaku Pengguna Barang, Kepala Sub Bagian
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Penyusunan Program dan Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Barang, dan Staf yang ditunjuk sebagai
Pengurus Barang Pengguna.
b) Observasi
Kegiatan observasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan tujuan untuk
mendapatkan banyak data dan informasi yang memiliki hubungan dengan subjek tersebut. Pengamatan
langsung ke objek penelitian untuk memastikan audit internal berfungsi dengan baik dan untuk mencegah
terjadinya kecurangan.
c) Dokumentasi
Dokumen dapat berupa teks dan gambar. Dengan alat elektronik seperti handphone, adalah suatu kegiatan
dimana alat elektronik digunakan untuk mendapatkan hasil dokumentasi. Sehingga peneliti dapat
memperoleh bukti atau dokumen untuk membantu penyelesaian penelitian.

Teknik Analisis Data
Peneliti menggunakan perangkat lunak Nvivo untuk membantu dalam analisis data. Perangkat lunak Nvivo
dirancang untuk membantu peneliti menganalisis data kualitatif seperti gambar, audio, dan sumber dokumen lainnya.
Adapun datanya kegiatan teknis analisis, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta
validasi.
a. Reduksi data
Reduksi data untuk proses seleksi, meringkas data, dan transformasi data yang ada di lapangan langsung
pada waktu pengumpulan data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
b. Paparan data
Paparan data yang disajikan dan dijelaskan melalui analisis data dari pernyataan informan yang diperoleh
dari subjek penelitian, peristiwa yang diamati, dikutip dari dokumen. Para peneliti hanya memberikan
pengantar dan beberapa perspektif [17].
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
Peneliti menganalisis temuan baru agar lebih jelas dengan menggunakan komponen analisis data: reduksi
data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi [18].
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Menurut Camat Achmad Mulyono, S.Pd., M.Pd selaku Pengguna Barang. Wawancara dilakukan pada tanggal 18

Agustus 2023 di Rumah Dinas Kantor Kecamatan Prigen.

“Dibuktikan dengan pelaksanaannya. Pimpinan mengaudit dengan meilihat dari program
terkait pengadaan barang milik daerah, melihat nominal dan disesuaikan dengan rencana, tak
lupa melihat nilai barang pada sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), setelah melihat
daftar administrasi maka di berikan tindak lanjut dengan proses pembelian barang sesuai
dengan harga yang ditentukan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Pengecekan spek
barang agar sesuai dengan perencanaan, lalu dimasukkan pada buku inventarisasi barang dan
menyetarakan harga dengan Rencana (RKA), melihat kondisi barang dan dipilah untuk
dikategorikan barang tersebut baik, kurang baik, atau rusak berat. Sehingga pengadaan barang
pada tahun berikutnya mengadakan barang yang sama dengan pengadaan tahun lalu. Agar
pengajuan barang tahun berikutnya tidak tumpang tindih dengan barang yang kondisinya masih
baik. Lebih baik barang itu rusak karena sering dipakai, daripada barang itu disimpan dan tidak
sesuai dengan spek atau penumpukan barang. Perawatan juga di perlukan, fungsi atau bisa
maksimal atau tidak, sehingga barang yang ada agar terinventarisasi, barang yang sudah masuk
inventarisasi harus ada, apabila tidak ada maka dilihat kartu pinjamannya, dan harus ada tanda
penerima, perawatannya bagaimana, sehingga ada penanggung jawab barang tersebut”

“Pengurus barang & operator pelaksana aplikasi SIMBMD melakukan entry data hingga
pelaporan tentang keberadaan, kondisi dan laju penyerapan atau penggunaan barang secara
berkala kepada Pengguna Barang. Disamping itu Pengurus barang setiap tribulan melakukan
rekonsiliasi aset berupa aset tetap dan persediaan dengan Bidang Aset di Badan Keuangan
Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan audit dilaksanakan secara berkala meliputi
pemeriksaan laporan rutin dari aplikasi SIMBMD (pengadaan asset tetap) dan SIDIA (barang
pakai habis), pengecekan kondisi barann atau /aset meliputi jumlah, kondisi, dan lokasi.
Pengecekan terhadap realisasi belanja aset tetap atau lancar meliputi kesesuaian spesifikasi
barang, termasuk jumlah dan harga. Maka dibutuhkannya kerja sama antar tim, agar
membuahkan hasil yang diinginkan untuk memperoleh opini yang baik dari BPK, maka dari itu
Kabupaten Pasuruan memperoleh WTP 10 kali berturut-turut”

“Pengecekan SPJ belanja, Kondisi spek aset tetap yang diadakan pada tahun berjalan dan
barang yang diserahkan kepada masyarakat seperti kegiatan pembangunan atau pemeliharaan
seperti drainase, pavingisasi, TPT. Pemeriksa akan melakukan pengukuran dan pengecekan

Menurut Selvi Tri Handayani, S.Ak selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Wawancara dilakukan di
Ruang Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Prigen pada tanggal 18 Agustus 2023.

Menurut Kasir, SE Staf yang membidangi Pengurus Barang Milik Daerah. Wawancara dilaksanakan pada tanggal
16 Agustus 2023 di Ruang Sekretariat Kantor Kecamatan Prigen.
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pada setiap instansi yang ada di kelurahan yang ada di Kecamatan Prigen. Pengecekan Aset
kategori barang pakai habis dilakukan dilaksanakan secara rutin disetiap kelurahan, meliputi
bukti pembelian dan kesesuaian jumlah dan spek barang. tak hanya pengecekan barang, kami
juga mengecek SPJ jumlah barang dan harga yang harus sesuai dengan DPA dari pembelian
tersebut”

RKA pengadaan barang milik daerah selama jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan sesuai dengan DPA.
Dalam rangka melaksanakan pengadaan aset tetap dan barang pakai habis (persediaan). Akuntabilitas laporan barang
milik daerah berpengaruh terhadap komitmen pimpinan. Catatan dan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan aset
harus sesuai dengan program yang ada pada DPA dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan RKA, agar tidak
melebihi nilai DPA. Keamanan fisik barang inventaris untuk barang bergerak (Kartu Inventarisasi Barang Peralatan
dan Mesin (KIB B)) melalui penggunaan sesuai peruntukannya, dan penyimpanan tertutup dan terbuka, serta
pemasangan tanda hak milik. Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan memasang tanda hak
milik dan penjagaan. Pengamanan fisik barang pakai habis (persediaan) dilakukan dengan menyimpan dan mengelola
barang pada lokasi penyimpanan yang baik. Pengamanan barang inventaris barang bergerak (KIB B) yang terkelola
dilakukan melalui pencatatan, bukti kepemilikan yang lengkap, serta pemasangan label kode lokasi dan kode barang
dalam bentuk stiker. Selain itu tidak hanya pengadaan dan penyimpanan saja yang tefokuskan, akan tetapi
pemeliharaan juga diperlukan, maka dari itu pengurus barang mengupayakan fungsi biaya perawatan sesuai dengan
anggaran di DPA. Pertanggungjawaban yang jujur tercermin dalam pemisahan kekuasaan dalam kegiatan pengadaan,
dan pengamanan barang milik daerah, sedangkan akuntabilitas hukum dapat dilihat dari mekanisme dan standart
operasional prosedur (SOP) pengadaan barang milik daerah. Tanggung jawab tercermin dari kejelasan sistem
informasi pencatatan barang milik daerah. Pada sistem tercantum informasi pencatatan barang milik daerah pada kartu
inventarisasi barang, dan kartu inventarisasi ruang, guna untuk meminimalisir kehilangan aset, serta setiap ruangan
mempunyai masing-masing penanggungjawab yaitu pejabat yang memiliki kekuasaan, agar memberikan keringanan
kepada pengurus barang apabila terjadinya kehilangan barang milik daerah. Administrasi penjagaan pengurus barang
dengan memberikan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang di tanda tangani oleh Camat dan pejabat ruang yang
bersangkutan. Terkait akuntabilitas untuk pengamanan aset sudah maksimal dan dibuktikan dengan
pertanggungjawaban secara tertutlis dan bukti fisik barang.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBMD) dan Sistem Informasi Persediaan
(SIDIA) merupakan sistem yang digunakan untuk pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi secara efektif.
Penggunaan SIMBMD dan SIDIA untuk pengelolaan barang mengharuskan setiap data yang dimasukkan ke dalam
SIMBMD dan SIDIA harus didukung dengan dokumen yang memadai, baik itu kontrak, spesifikasi barang, BAST,
dan pembayaran. Dengan begitu SIMBMD dan SIDIA dapat digunakan sebagai salah satu media monitoring
pengeluaran organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. SIMBMD dan SIDIA tidak dapat berfungsi dengan
sendirinya, maka efektivitas penggunaan SIMBMD dan SIDIA sangat bergantung pada pengurus barang pada
penggunaan SIMBMD dan SIDIA barang milik daerah di lingkup Kecamatan Prigen. Pengurus barang sangat sering
melakukan rekonsiliasi dan melakukan pengecekan barang milik daerah di setiap pengadaan aset tetap maksimal satu
bulan sekali dan pengecekan secara berkala pada barang pakai habis (persediaan). Penggunaan SIMBMD dan SIDIA
dilakukan secara berkala setiap pengadaan barang dan melaksanakan rekonsiliasi pada pelaksana akuntansi
Kecamatan dan bidang aset Kabupaten Pasuruan secara rutin setiap satu bulan sekali. Hal tersebut dilakukan agar
mengurangi pencegahan fraud pada barang milik daerah. Pengurus barang tidak mempunyai wewenang untuk
menentukan kebijakan organisasi. Peningkatan kualitas instansi pemerintah melalui penggunaan SIMBMD dan SIDIA
akan semakin mengurangi fraud dalam pengelolaan barang milik daerah. Artinya pencegahan penipuan dalam
pengelolaan barang milik daerah semakin baik dengan menggunakan SIMBMD dan SIDIA untuk meningkatkan
kualitas.

Waktu pelaksanaan tahapan ini dijadwalkan 1 bulan sekali untuk aset tetap dan untuk barang pakai habis
(persediaan) dilakukan secara berkala, menetapkan maksud dan tujuan audit. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini
adalah mengumpulkan informasi, memilih prosedur audit, dan melakukan pengawasan. Setelah melakukan observasi,
wawancara, dan penelaahan bukti pendukung yang relevan dengan temuan dan pengujian yang diterapkan. Audit
internal melakukan pengujian dan evaluasi yang memadai atas temuan tersebut untuk memastikan bahwa tindakan
yang tepat telah diambil sebagai tanggapan atas temuan audit yang dilaporkan. Karena tindakan yang dilakukan akan
mempengaruhi hasil investigasi yang ada. Jika dilakukan dengan benar, penipuan dapat dideteksi melalui tindakan
pencegahan yang efektif. Peran audit internal sendiri adalah membantu untuk memberikan informasi dengan tujuan
memberikan nilai tambah bagi instansi. Oleh karena itu, nilai tambah ini, guna memberikan sarana pertama untuk
mencegah munculnya kecurangan.

Menurut hasil penelitian yang tercantum diatas dapat diketahui bahwa pengendalian internal sudah maksimal dan
audit internal menyajikan data yang sesuai dengan rekonsiliasi aset dan rekonsiliasi akuntansi. Peneliti terkesima
dengan audit internal Kecamatan Prigen yang berkunjung ke kelurahan untuk mengawasi pengadaan barang milik
daerah maksimal satu bulan sekali untuk aset tetap, dan melakukan pengawasan pada barang pakai habis (persediaan)
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secara berkala, serta pengurus barang melakukan rekonsiliasi dengan pelaksana akuntansi Kecamatan dan bidang asset
Kabupaten Pasuruan setiap satu bulan sekali, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
[19]. Hasil penelitian yang ditetapkan oleh penulis didukung oleh penelitian [20] Penerapan pengendalian internal
seperti aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan yang baik dalam suatu organisasi berpengaruh
positif pada efektivitas pencegahan kecurangan. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh [21] menyatakan
bahwa perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan
pengamanan administrasi barang milik daerah atau negara. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh [22] adanya
hubungan yang cukup kuat dan negatif antara pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan perusahaan.

B. Penyebab terjadinya fraud
Menurut Camat Achmad Mulyono, S.Pd., M.Pd selaku Pengguna Barang. Wawancara dilakukan pada tanggal 18
Agustus 2023 di Rumah Dinas Kantor Kecamatan Prigen.
“Sepanjang saya disini belum menjumpai itu, unsur disengaja atau ketidaktahuan antara harga
dengan nominal yang sesesungguhnya, dikarenakan keterbatasan dari tim teknis. Unsur
kesengajaan atau memanipulasi tidak pernah terjadi, sehingga pembelian apapun sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang ada”

Menurut Selvi Tri Handayani, S.Ak selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Wawancara dilakukan di
Ruang Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Prigen pada tanggal 18 Agustus 2023.
“Dorongan atau motivasi dari pihak pelaku. Peluang atau kesempatan yang mendukung.
Pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut. Akan tetapi dari yang saya sebutkan
selama saya menjabat sebagai kepala sub bagian penyusunan program dan keuangan belum
pernah terjadi hingga saat ini di Kecamatan Prigen”

Menurut Kasir, SE Staf yang membidangi Pengurus Barang Milik Daerah. Wawancara dilaksanakan pada tanggal
16 Agustus 2023 di Ruang Sekretariat Kantor Kecamatan Prigen.

“Penyebab terjadinya kecurangan sejauh ini belum pernah terjadi. Akan tetapi saya akan
menyebutkan secara materi yang menyebabkan kecurangan saja ya. Biasanya penyebab utama
berasal dari tekanan pimpinan atau lingkungan yang harus menuruti keinginan. Disamping itu
adanya biasanya kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan pemahaman dari pimpinan,
maka dari itu pejabat yang menangani hal tersebut sebaiknya tidak menduduki jabatan terlalu
lama, yang terakhir karena pembenaran dari pimpinan atau lingkungan yang menyetujui hal
yang tidak sesuai prosedur tersebut”

Langkah yang dilakukan jika terjadi fraud dengan cara menelusuri permasalahan itu masuk dalam ketegori yang
disengaja atau ketidaktahuan, serta melakukan langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Diketahui bahwasannya Kecamatan Prigen tidak ada kesimpangan yang merugikan seperti fraud. Maka dengan hal
ini Kecamatan Prigen sudah dikategorikan maksimal dalam administrasi, sesuai dengan SOP pengadaan barang milik
daerah, dan penyusunan laporan barang milik daerah yang lengkap. Hal ini dilihat dari semua laporan yang dicatat
pada aplikasi di SIMBMD dan SIDIA. Semakin baik pengendalian internal diterapkan, maka semakin rendah tingkat
kecurangan yang dilakukan. Keputusan tersebut mengharuskan pergantian pegawai yang memiliki kewenangan
dibatasi hingga lima tahun, agar meminimalisir pada Kecamatan Prigen melakukan pergantian pegawai untuk
menghindari kecurangan. Fraud triangle berpengaruh pada Kecamatan Prigen, dikarenakan apabila semakin besar
tekanan, kesempatan, dan pembenaran maka dapat disimpulkan akan terjadi kecurangan yang besar.

Menurut peneliti menunjukkan tekanan, kesempatan, dan pembenaran berpengaruh terjadinya tindakan
kecurangan. Dengan demikian dapat dikaitkan dengan teori fraud triangle juga mempengaruhi penipuan yang akan
terjadi. Bahwa jika teori fraud triangle meningkat maka peluang terjadinya penipuan juga meningkat. Hasil penelitian
tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [23] bahwasannya fraud triangle berpengaruh positif
terhadap perilaku fraud yang berarti semakin banyaknya tekanan, peluang dan tindakan rasionalisasi akan
memperbesar peluang dilakukannya perilaku fraud oleh pegawai. begitu juga dengan penelitian [24] tekanan,
kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Namun hasil
penelitian ini [25] tidak sejalan dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa kesempatan dan rasionalisasi atau
pembenaran tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada pengadaan barang milik daerah di pemerintah.

SIMPULAN

Prosedur administrasi Kecamatan Prigen sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang
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Milik Daerah yang melakukan rekonsiliasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan data yang sudah sesuai.
Diketahui bahwasannya pengendalian internal yang berpengeruh positif di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Tekanan, kesempatan, dan pembenaran berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud dalam barang milik
daerah di Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Semakin besar tekanan, kesempatan dan pembenaran yang dialami
oleh pegawai maka akan meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam barang milik daerah di Kecamatan Prigen
Kabupaten Pasuruan.

KETERBATASAN

Fenomenologi yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini tidak terjadi hanya di Kecamatan
Prigen saja, akan tetapi fenomenologi tersebut terjadi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di
bawah Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu peneliti memiliki kesulitan apabila melakukan observasi pada SKPD yang
ada di Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian antar Kecamatan
Prigen dengan OPD lainnya yang ada di bawah Kabupaten Pasuruan.

SARAN

Diharapkan kepada pengurus barang, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang agar terus meningkatkan
kinerja pengendalian internal menjadi lebih baik dari tahun ini, untuk meminimalisir dan mendeteksi kecurangan
sedini mungkin.

Tekanan, kesempatan, dan pembenaran yang ada di Kecamatan Prigen sangat minim, maka peneliti memberikan
saran agar terus bekerja dengan lebih baik.

Diharapkan peneliti yang tertarik dengan efektivitas audit internal mampu memperluas objekpenelitian, tidak
hanya satu organiasi perangkat daerah saja, namun beberapa organisasi perangkat daerah lainnya, agar dapat
dibandingkan kinerja satu organisasi perangkat daerah dengan lainnya.

UcAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
Terkhusunya kepada Camat Prigen selaku Pengguna Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bagian Penyusunan dan
Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Staf selaku Pengurus Barang Milik Daerah yang
bersedia menjadi informan pada penelitian ini.
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